WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

¢ bahwa dalam rangka mclaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2018;

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



10.

i 8

12.

13.

14.

15.

2

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N omor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 N omor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor
17);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor
18);
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Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011
Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017
Nomor 13);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun
2018 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 29);



2. Lampiran II Penjabaran APBD;

3. Lampiran IIl Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang
Diterima;

4. Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan
Sosial yang Diterima;

Pasal 3
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

20 Desember 2017

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2017

SUGIHARTO

. 4 kN

————

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 85




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR £.7. TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021 ¥

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

KINERJA UTAMA
TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

.”__m___n_ ” W“wm___

Meningkatnya pemerataan dan
kualitas pendidikan menuju
cerdas dan berdaya saing.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Yo

Banyaknya murid (SD/MI)

- Dinas Pendidikan

- Daftar/Data murid

usia (12-15 th) X 100%

SD/MI dibagi banyaknya penduduk dan Kebudayaan (SD/MI) yang berasal
usia (7-12 th) X 100% dari Kota Magelang
- Data penduduk usia
7-12 th
2. Angka Partisipasi Murni (APM) % Banyaknya murid usia (7-12 th) | - Dinas Pendidikan - Daftar/Data murid
SD/MI dibagi banyaknya penduduk dan Kebudayaan usia (7-12 th) yang
usia (7-12 th) X 100% berasal dari Kota
Magelang
- Data penduduk usia
7-12 th
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) % Banyaknya murid (SMP/MTs) - Dinas Pendidikan - Daftar/Data murid
SMP/MTs dibagi banyaknya penduduk dan Kebudayaan (SMP/MTs) yang

berasal dari Kota
Magelang

- Data penduduk usia
12-15 th




KINERJA UTAMA
TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs

%

Banyaknya murid usia (12-15
th) dibagi banyaknya penduduk
usia (12-15 th) X 100%

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Daftar/Data murid
usia (12-15) yang
berasal dari Kota
Magelang

Data penduduk usia
12-15 th

Jumlah kelahiran hidup x 1.000

Rata-rata lama sekolah Tahun Kombinasi antara partisipasi | - Dinas Pendidikan Data IPM
sekolah, jenjang pendidikan | dan Kebudayaan
yang sedang dijalani, kelas yang
diduduki, dan pendidikan yang
ditamatkan

Harapan Lama Sekolah Tahun Lamanya sekolah (dalam tahun) | - Dinas Pendidikan Data IPM
yang diharapkan akan dan Kebudayaan
dirasakan oleh anak pada umur
tertentu pada masa mendatang

Meningkatnya kualitas Angka Harapan Hidup Tahun Angka  perkiraan  rata-rata | - Dinas Kesehatan Data IPM
kesehatan masyarakat. lamanya hidup sejak lahir yang

akan dicapai oleh sekelompok
penduduk (dengan asumsi tidak
ada perubahan pola mortalitas
menurut umur)

AKI/ 1.000 KH Angka Jumlah kematian ibu hamil, ibu | - Dinas Kesehatan Data Pemantauan
melahirkan, ibu nifas dibagi Wilayah Setempat
Jumlah kelahiran hidup x (PWS)
100.000

AKB/ 1.000 KH Angka Jumlah kematian bayi dibagi | - Dinas Kesehatan Data Pemantauan
Jumlah kelahiran hidup x 1.000 Wilayah Setempat

(PWS)
AKABA Angka Jumlah kematian balita dibagi | - Dinas Kesehatan Data Pemantauan

Wilayah Setempat
(PWS)




KINERJA UTAMA
TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN

PENANGGUNG

SUMBER DATA

JAWAB

5. Prevalensi Balita Gizi Buruk

%

Jumlah balita penderita gizi
buruk berdasarkan pengukuran
Berat Badan Menurut Umur
serta Berat Badan Menurut
Tingi Badan berada di bawah
garis merah Grafik
Pertumbuhan  Balita  pada
kurun waktu tertentu dibagi
Jumlah Balita yang ditimbang x
100%

- Dinas Kesehatan

- Data F3 Gizi

6. Angka Kesakitan DBD Angka Jumlah penderita DBD dalam | - Dinas Kesehatan - Laporan
satu tahun dibagi Jumlah Kewaspadaan Dini
penduduk dalam kurun waktu RS
yang sama x 10.000

7. Angka Prevalensi Kasus TB Angka Jumlah  pasien TB  yang | - Dinas Kesehatan - Laporan Sistim
ditemukan dan diobati selama Informasi TB
setahun dibagi Jumlah Terpadu
penduduk yang ada dalam

wilayah dan kurun waktu yang
sama x 100.000

HIV AIDS
15-49

8. Angka Prevalensi
pada penduduk usia
tahun

Yo

Jumlah penderita HIV usia 15-
49 tahun yang ditemukan
selama setahun dibagi Jumlah
estimasi populasi kunci dalam
wilayah dan kurun waktu yang
sama x 100%

Dinas Kesehatan

- Laporan Sistem

Informasi HIV-AIDS

Meningkatnya kontribusi sektor,
perdagangan bagi perekonomian
daerah

1. Kontribusi sektor perdagangan
pada PDRB

%

PDRB sektor perdagangan/Total
PDRB

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

- Data PDRB




KINERJA UTAMA
TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN

PENANGGUNG

SUMBER DATA

JAWAB

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks

Indeks kualitas lingkungan

- Dinas Lingkungan

- Data Indeks Kualitas

Meningkatnya kondusifitas iklim
investasi, daya saing dan
kesejahteraan ekonomi
masyarakat

Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Meningkatnya Kualitas ) .
Lingkungan Hidup hidup diukur dengan 3 Indeks | Hidup Lingkungan Hidup
yaitu: Indek pencemaran air,
Indeks pencemaran udara dan
Indeks tutupan vegetasi;
Indeks Pencemaran Air sbh:
Pi = V (Ci/Limax2 +(
Ci/Li)rataan
Indeks Pencemaran Udara sbb:
IP NO2+IP SO2
Indeks Tutuan Vegetasi sbb:
LHP + LHS
Meningkatnya kualitas 1. Rasio Infrastruktur Perkotaan % Panjang jalan, panjang seluruh Dinas Pekerjaan - Data Infrastruktur
insfrastruktur Kota Magelang Dalam Kondisi Baik jembatan, panjang trotoar dan +/ Umum dan Jalan, Jembatan,
panjang drainase dalam kondisi Penataan Ruang Drainase, Trotoar
baik
Meningkatnya kualitas 1. Luas Kawasan Kumuh ha Rasio Luas kawasan kumuh Dinas Perumahan - Data Kondisi
perumahan dan permukiman (Luas Kawasan Kumuh dalam | dan Permukiman Kawasan Kumuh per
Kota Magelang Ha) Kelurahan
2. Prosentase Rumah Tidak Layak % Jumlah RTLH dibagi Jumlah Dinas Perumahan - Data Kondisi
Huni total rumah x 100%: dan Permukiman Perumahan per
Kelurahan
Meningkatnya keamanan, dan 1. Tingkat keselamatan lalu lintas Angka Tingkat keselamatan lalu lintas Dinas Perhubungan | - Data Keselamatan
keselamatan transportasi di Kota dan angkutan jalan tiap km per 100.000 penduduk ¢ Lalu Lintas
Magelang per 100.000
1. Jumlah Investor Investor Jumlah investor ¢ Dinas Penanaman - Data Investor




KINERJA UTAMA
TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN

PENANGGUNG

SUMBER DATA

JAWAB

Pertumbuhan nilai investasi % {(nilai investasi PMA th n - nilai | - Dinas Penanaman Data Investasi
PMA investasi PMA th n- 1) dibagi Modal dan
nilai investasi thn -1} X 100 % Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pertumbuhan nilai investasi % {(nilai investasi PMDN th n - |- Dinas Penanaman Data Investasi
PMDN nilai investasi PMDN th n- 1) Modal dan
dibagi nilai investasi th n -1 } X Pelayanan Terpadu
100 % Satu Pintu

Meningkatnya ketahanan pangan

Ketersediaan pangan utama

beras (ton)

ton

Jumlah Stok Beras (Ton)

- Dinas Pertanian dan

Pangan

Data Ketersediaan
Pangan

Meningkatnya daya saing tenaga
kerja Kota Magelang

Persentase penyerapan tenaga
kerja

%

(Jumlah pengangguran terbuka
/ Jumlah angkatan kerja) x
100%

- Dinas Tenaga Kerja

Data
Ketenagakerjaan

Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat

Persentase Penurunan PMKS

%

(Jumlah PMKS tahun n-1 - jmlh
PMKS tahun n / jumlah PMKS
tahun n-1) x 100%

- Dinas Sosial

Data Kesejahteraan
Sosial

Pendapatan Perkapita

Rupiah

Pendapatan yang diterima oleh
masing-masing perkepala
penduduk. Pendapatan
perkapita tersebut dihasilkan
dengan  membagi pendapatan
regional bruto dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun

- OPD Lintas Sektor

Data PDRB

Angka Kemiskinan

%

- OPD Lintas Sektor

Data Kemiskinan

Terkendalinya laju pertumbuhan
penduduk dan daya dukung
lingkungan

Rata-rata Jumlah Anak dalam
Keluarga

Angka

Jumlah anak dibandingkan
dengan jumlah keluarga

- DP4KB

Data pertumbuhan
penduduk




KINERJA UTAMA
TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Meningkatnya kualitas

Indeks

Data IPG

Indeks Pemberdayaan Gender Indeks komposit yang =
pemberdayaan dan perlindungan mengukur peran aktif
terhadap perempuan perempuan dalam kehidupan
ekonomi dan politik
Rasio KDRT % Jumlah KDRT dibagi Jumlah DP4KB - Data KDRT
Rumah Tangga x 100%
Meningkatnya pelestarian Persentase  kelompok seni Yo Jumlah kelompok seni budaya Dinas Pendidikan - Data Sarana
budaya Kota Magelang budaya yang difasilitasi/dibina yang difasilitasi/ dibina dan dan Kebudayaan Prasarana
dan dikembangkan dikembangkan dibandingkan Kebudayaan
jumlah kelompok seni budaya - Deta Pelika Bud
di Kota Magelang dikalikan S m. e
100% - Data Jenis Adat
Budaya
Perlindungan situs atau Dihitung Umammmnw.ma jumlah Dinas Pendidikan - Data Situs dan
bangunan cagar budaya situs/bcb situs dan bangunarn cagar dan Kebudayaan Bangunan Cagar
budaya yang ditetapkan dalam Budaya
bentuk Peraturan Walikota
Meningkatnya daya tarik wisata Jumlah Wisatawan Orang Jumlah kunjungan wisatawan Dinas Kepemudaan, |- Data Kunjungan
Kota Magelang nusantara dan mancanegara Olah Raga dan Wisatawan
Pariwisata
a. Nusantara Orang Jumlah kunjungan wisatawan Dinas Kepemudaan, |- Data Kunjungan
nusantara Olah Raga dan Wisatawan
Pariwisata
b. Mancanegara Orang Jumlah kunjungan wisatawan Dinas Kepemudaan, |- Data Kunjungan
mancanegara Olah Raga dan Wisatawan
Pariwisata
hari Lama Tinggal Wisatawan di Dinas Kepemudaan, | - Data Lama Tinggal

Lama Tinggal Wisatawan

Kota Magelang

Olah Raga dan
Pariwisata

Wisatawan




KINERJA UTAMA
TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

FORMULASI PERHITUNGAN/

PENANGGUNG

SUMBER DATA

PENJELASAN

JAWAB

((Jumlah penyakit masyarakat

umum

dikalikan 100%

Meningkatnya toleransi antar Prosentase penurunan %o Badan Data Penyakit
umat beragama penyakit masyarakat tahun n-1)- (Jumlah penyakit Kesbangpolinmas Masyarakat
masyarakat tahun n)/(Jumlah Satpol PP
penyakit masyarakat tahun n- . )
1)) dikalikan100% Dinas Sosial
Tingkat Kerukunan  hidup % Komponen dari indikator adalah Badan Data Konflik
umat antar suku, adat, ras dan kerukunan hidup antar suku, Kesbangpolinmas Masyarakat
agama adat, ras dan agama. Masing -
masing komponen bernilai 25%.
Rumus 100% - (% komponen
konflik)
Terwujudnya lingkungan Angka kriminalitas Angka (Jumlah tindak kriminalitas Badan Data Kriminalitas
kondusif yang mendukung yang terjadi selama 1 Kesbangpolinmas
stabilitas daerah serta tahun/jumlah penduduk) | _ ga¢h0] pp
memberikan rasa aman bagi dikalikan 10.000
masyarakat
Tingkat Penyelesaian Y% (Jumlah pelanggaran Perda Satpol PP Data Pelanggaran
Pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi dengan Perda
jumlah pelanggaran Perda yang
dilaporkan) dikalikan 100%
Prosentase penyelesaian % Jumlah penyelesaiana mmﬂuo_ PP Data HUGHNDWWNHWU K3
pelanggaran terkait keamanan, pelanggaran K3 dibagi deng
ketentraman dan ketertiban jumlah pelanggaran 3

ALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Sk

R




